
BUPATI BUTON UTARA 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 
NOMOR H TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 
NOMOR 6 TAHUN 2018 

TENTANG 
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH 

PERIZINAN KEPADA KEPALA DIN AS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON UTARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BUTON UTARA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian kembali 
ketentuan Pelimpahan kewenangan pada aspek perizinan 
dan non perizinan maka Peraturan Bupati Buton Utara 
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian 
Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan kepada 
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Buton Utara, perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton 
Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelimpahan 
Sebagian Kewenangan Penandatanganan Naskah 
Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara; 

1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4690); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4727); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008n Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6349); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5586); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang 
Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan 
Ekonomi Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3949) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 147 
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan 
Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4065); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Pelayanan Standar 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4585); 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan 
Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia nomor 4861); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 221); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83); 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 
Nomor : PM.85/ HK /501 /MKP / 2010 tentang Tata 
Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata; 

21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 
Nomor : PM.87 / HK /501 /MKP / 2010 tentang Tata 
Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman; 

22. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 
Nomor : PM.91/ HK /501 /MKP / 2010 tentang Tata 
Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan 
Hiburan dan Rekreasi; 

23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Standar Pelayanan; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran 
Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6); 



Menetapkan 

25. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 23 Tahun 2016 
tentang Susunan Organisasi Togas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah 
Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 23); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 6 TAHUN 2018 
TENT ANG PELIMPAHAN SEBA GIAN KEWENANGAN 
PENANDATANGANAN NASKAH PERIZINAN KEPADA KEPALA 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 
SATU PINTU KABUPATEN BUTON UTARA. 

Pasal I 

Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Buton Utara 
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian 
Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan kepada 
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah 
Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 6), diubah 
sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 

Pelimpahan kewenangan pada aspek penzman dan non 
perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 
huruf a, meliputi : 
a. Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 
b. Izin Usaha Industri kecil (Mikro kecil, kecil 

menengah); 
c. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP­ 

MB); 
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 
e. Izin dan Pengawasan Usaha Jasa Kontruksi (IUJK); 
f. Izin Mendirikan Bangunan (1MB); 
g. Tanda Daftar Gudang (TDG); 
h. Izin Usaha Perikanan (!UP); 
1. lzin lokasi; 
J. lzin operasional Rumah Sakit tipe C dan D; 
k. Izin operasional Puskesmas; 
1. Izin Apotik; 
m. lzin Toko Obat; 
n. Izin operasional klinik; 
o. Izin toko alat kesehatan; 
p. Surat izin praktek dokter umum dan dokter 

spesialis; 
q. Surat izin praktek perawat; 
r. Surat izin praktek bidan; 
s. Surat izin apoteker; 
t. Surta izin tukang gigi; 
u. Surat izin kerja teknisi gigi; 
v. Sertifikat produksi pangan industri rumah tangga 

(SPP-IRT); 



w. Sertifikat like fungsi (SLF) 
x. Izin lingkugan 
y. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 
z. Izin perhotelan 
aa. Izin penginapan 
bb. Izin rumah kos 
cc. Izin rumah makan 
dd. Izin karaoke Keluarga 
ee. Izin Reklame 
ff. Izin Media cetak 
gg. Izin pendirian tower telekomunikasi 
hh. Izin TV kabel 
11. Izin warung internet (W ARNET) 
jj. Izin Tenaga Kerja Asing 
kk. Izin usaha koperasi 
11. Izin Pendirian SKB (Satuan Kelompok Belajar) 
mm. Izin Pusat Kelompok Belajar Masyarakat(PKBM) 
nn. Izin Lembaga Kursus Dan Penelitian (LKP) 
oo. Izin Pendirian Paud 
pp. KlR /uji kendaraan 
qq. Izin Trayek 
rr. Izin Angkutan darat 
ss. Izin Trayek Kapa! 

Pasal II 

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
peraturan bupati ini dengan penempatan nya dalam berita daerah 
kabupaten buton utara. 

Ditetapkan di Buranga, 
pada tanggal }1 -0{- 2020 

PAAF KOORDINASI 

SEKRETARIS DAERAH v 
Ass. L w 
BAGIAN HUKUM f 

DPm@TCP 4 , 
BUPATI BU�RA, 

H. ABU HASAN 
Diundangkan di Buranga 
pada tanggal 14 - 0{- 20 

Pj.SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN EUTON UT 

B IANTI KADIDAA 

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020 NOMOR..... 
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